LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
JANUARI TAHUN 2021



LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang teriebih dahulu
harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh
Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara
(biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara
fain seperti biaya eksekusi, konsinyiasiftitipan dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan pihak ke I1.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam
pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09
Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada
Pengadilan secaraa intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang
dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan
Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka
publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan tramsparansi

pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
413/DIU/PS.01/5/2018 Teniang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke
Komdanas tiap bulan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Ditjen Badilum)
tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2692/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan
Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di

Peradilan Umum.



C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Mo Kondisi/Temuan Penyebab Solusi/Tindak Eviderice
Lanjut

1 | Aplikasi Komdanas tidak - - Print out
ada temuan,penginputan Berita Acara
keuvangan perkara di : Rekonsiliasi
aplikasi Komdanas Keuangan
dilakukan tepat waktu Perkara
minimal tanggal 1 di
bulan berikutnya.

2 | Aplikasi Pelaporan - Screnshoot
Keuangan Secara Website
Elektronik di website Pelaporan
Badilum tidak ada Elektronik
temuan

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di
aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elekironik Keuangan Perkara di website

Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5 JANUARI 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL
PANITERA

g I

RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606691996031002






LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
FEBRUARI TAHUN 2021



LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu
harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh
Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara
(biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara
lain seperti biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam
pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09
Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada
Pengadilan secaraa intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang
dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan
Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka
publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi
pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke
Komdanas tiap bulan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum)
tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan
Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di

Peradilan Umum.



C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

temuan

Neo Kondisi/Temuan Penyebab | Solusi/Tindak Evidence
Lanjut

1 | Aplikasi Komdanas - Print out
tidak ada Berita Acara
temuan,penginputan Rekonsiliasi
keuangan perkara di Keuangan
aplikasi Komdanas Perkara
dilakukan tepat waktu
minimal tanggal 1 di
bulan berikutnya.

2 | Aplikasi Pelaporan Screnshoot
Keuangan Secara Website
Elektronik di website Pelaporan
Badilum tidak ada Elektronik

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di

aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website

Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

PANITERA

BANTUL, 5§ FEBRUARI 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL

g -

RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002






LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
MARET TAHUN 2021




LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu
harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan
sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya
kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti
biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan
pihak ke II1.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam
pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun
2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada
Pengadilan secaraa intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang
dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya
Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik
secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor
413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke
Komdanas tiap bulan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum)
tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

3. Keputusan  Direktur  Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan
Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Peradilan

Umum.




C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

No Kondisi/Temuan Penyebab Solusi/Tindak Evidence
Lanjut

1 Aplikasi Komdanas tidak - - Print out
ada temuan,penginputan Berita Acara
keuangan perkara di Rekonsiliasi
aplikasi Komdanas Keuangan
dilakukan tepat waktu Perkara
minimal tanggal 1 di
bulan berikutnya.

2 | Aplikasi Pelaporan - Screnshoot
Keuangan Secara Website
Elektronik di website Pelaporan
Badilum tidak ada temuan Elektronik

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di

aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website

Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5§ MARET 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL

PANITERA

o B

RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002







LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
APRIL TAHUN 2021



LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN

KEUANGAN ELEKTRONIK

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu
harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh Peradilan
sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara (biaya
kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara lain seperti
biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan
pihak ke IIL

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam pengelolaan
biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008 tentang
Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan secaraa
intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang dihimpun oleh dirjen-
dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada
pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala,
sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat  Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke
Komdanas tiap bulan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum)
tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

3. Keputusan Direktur  Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan
Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Peradilan

Umum.



C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

No Kondisi/Temuan Penyebab Solusi/Tindak Evidence
Lanjut

1 Aplikasi Komdanas tidak Print out
ada temuan,penginputan Berita Acara
keuangan perkara di Rekonsiliasi
aplikasi Komdanas - - Keuangan
dilakukan tepat waktu Perkara
minimal tanggal 1 di
bulan berikutnya.

2 | Aplikasi Pelaporan Screnshoot
Keuangan Secara - Website
Elektronik di website Pelaporan
Badilum tidak ada temuan Elektronik

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di

aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website Badilum

perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5 APRIL 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL

s S

RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002






LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
MEI TAHUN 2021



LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu
harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh
Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara
(biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara
lain seperti biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam
pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09
Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada
Pengadilan secaraa intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang
dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan
Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka
publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi
pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan  Peradilan Umum  Nomor
413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke
Komdanas tiap bulan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum)
tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan
Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di

Peradilan Umum.




C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

No Kondisi/Temuan Penyebab | Solusi/Tindak Evidence
Lanjut
Aplikasi Komdanas Print out

1 | tidak ada Berita Acara
temuan,penginputan Rekonsiliasi
keuangan perkara di - - Keuangan
aplikasi Komdanas Perkara
dilakukan tepat waktu
minimal tanggal | di
bulan berikutnya.

2 | Aplikasi Pelaporan Screnshoot
Keuangan Secara Website
Elektronik di website - Pelaporan
Badilum tidak ada Elektronik
temuan

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di

aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website

Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5§ MEI 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL

PANITERA

g .

RUDI SAFARL S.H, M.H
NIP. 196606091996031002







LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
JUNI TAHUN 2021



LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu
harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh
Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara
(biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara
lain seperti biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam
pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09
Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada
Pengadilan secaraa intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang
dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan
Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka
publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi
pengadilan.

B. DASAR HUKUM

1. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke
Komdanas tiap bulan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum)
tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan
Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di

Peradilan Umum.



C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

No Kondisi/Temuan Penyebab | Solusi/Tindak Evidence
Lanjut

1 | Aplikasi Komdanas Print out
tidak ada Berita Acara
temuan,penginputan - Rekonsiliasi
keuangan perkara di Keuangan
aplikasi Komdanas Perkara
dilakukan tepat waktu
minimal tanggal | di
bulan berikutnya.

2 | Aplikasi Pelaporan Screnshoot
Keuangan Secara Website
Elektronik di website Pelaporan
Badilum tidak ada Elektronik
temuan

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di

aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website

Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 4 JUNI 2021

PANITERA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Bt

RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002






LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
JULI TAHUN 2021



A.

B.

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN

KEUANGAN ELEKTRONIK

LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu
harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh
Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara
(biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara
lain seperti biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan pihak ke II1.

Dalam rangka memenuhi unsur Kketerbukaan (transparasi) dalam
pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09
Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada
Pengadilan secaraa intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang
dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan
Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka
publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi
pengadilan.

DASAR HUKUM

I. Surat  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke
Komdanas tiap bulan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum)
tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan
Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di

Peradilan Umum.



C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

No Kondisi/Temuan Penyebab Solusi/Tindak Evidence
Lanjut
1 | Aplikasi Komdanas tidak - - Print out
ada temuan,penginputan Berita Acara
keuangan perkara di Rekonsiliasi
aplikasi Komdanas Keuangan
dilakukan tepat waktu Perkara

minimal tanggal 1 di
bulan berikutnya.

2 | Aplikasi Pelaporan - Screnshoot
Keuangan Secara Website
Elektronik di website Pelaporan
Badilum tidak ada Elektronik
temuan

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di
aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website

Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5 JULI 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL
PANITERA

. S

RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002






LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
AGUSTUS TAHUN 2021



LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu
harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh
Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara
(biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara
lain seperti biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam
pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09
Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada
Pengadilan secaraa intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang
dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan
Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka
publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi
pengadilan.

B. DASAR HUKUM

I. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke
Komdanas tiap bulan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum)
tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan
Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di

Peradilan Umum.



C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

No Kondisi/Temnan Penyebab | Solusi/Tindak Evidence
Lanjut

1 | Aplikasi Komdanas Print out
tidak ada Berita Acara
temuan,penginputan Rekonsiliasi
keuangan perkara di - - Keuangan
aplikasi Komdanas Perkara
dilakukan tepat waktu
minimal tanggal 1 di
bulan berikutnya.

2 | Aplikasi Pelaporan
Keuangan Secara Screnshoot
Elektronik di website - Website
Badilum tidak ada Pelaporan
temuan Elektronik

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di

aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website

Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5§ AGUSTUS 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL

PANITERA

g

RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002







LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI

KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

SEPTEMBER TAHUN 2021




LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu
harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh
Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara
(biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara
lain seperti biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan pihak ke III.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam
pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09
Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada
Pengadilan secaraa intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang
dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan
Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka
publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi
pengadilan.

B. DASAR HUKUM

l. Surat  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke
Komdanas tiap bulan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum)
tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan
Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di

Peradilan Umum.



C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

No

Kondisi/Temuan

Penyebab

Solusi/Tindak
Lanjut

Evidence

Aplikasi Komdanas tidak

ada temuan,penginputan

Print out

Berita Acara

temuan

keuangan perkara di - - Rekonsiliasi
aplikasi Komdanas Keuangan
dilakukan tepat waktu Perkara
minimal tanggal 1 di

bulan berikutnya.

2 | Aplikasi Pelaporan Screnshoot
Keuangan Secara Website
Elektronik di website - Pelaporan
Badilum tidak ada Elektronik

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di

aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website

Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 3 SEPTEMBER 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL

PANITERA

y . TP

RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002






LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGINPUTAN KEUANGAN PERKARA DI APLIKASI
KOMDANAS DAN PELAPORAN ELEKTRONIK

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
OKTOBER TAHUN 2021



LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGINPUTAN
KEUANGAN PERKARA DI KOMDANAS DAN PELAPORAN
KEUANGAN ELEKTRONIK

A. LATAR BELAKANG

Keuangan Perkara yaitu biaya dan atau fasilitas/jasa yang terlebih dahulu
harus dibayar pihak ketika berperkara dan atau jasa yang diberikan oleh
Peradilan sesuai dengan ketentuan perundangan, yang meliputi biaya perkara
(biaya kepaniteraan dan biaya proses) dan lainnya yang ada di peradilan antara
lain seperti biaya eksekusi, konsinyiasi/titipan dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan pihak ke II1.

Dalam rangka memenuhi unsur keterbukaan (transparasi) dalam
pengelolaan biaya perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09
Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada
Pengadilan secaraa intern telah diatur model dan bentuk (form) pelaporan yang
dihimpun oleh dirjen-dirjen terkait dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan
Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka
publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi

pengadilan.
B. DASAR HUKUM

I. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
413/DJU/PS.01/5/2018 Tentang Pelaporan Keuangan Biaya Perkara ke
Komdanas tiap bulan

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SE Dirjen Badilum)
tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2992/DJU/SK.HM.02.3/9/2009 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan
Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di

Peradilan Umum.




C. HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

No Kondisi/Temuan Penyebab | Solusi/Tindak Evidence
Lanjut

1 | Aplikasi Komdanas
tidak ada Print out
temuan,penginputan Berita Acara
keuangan perkara di Rekonsiliasi
aplikasi Komdanas - Keuangan
dilakukan tepat waktu Perkara
minimal tanggal 1 di
bulan berikutnya.

2 | Aplikasi Pelaporan Screnshoot
Keuangan Secara Website
Elektronik di website Pelaporan
Badilum tidak ada Elektronik
temuan

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penginputan biaya perkara di
aplikasi Komdanas dan Pelaporan Elektronik Keuangan Perkara di website
Badilum perlu dipertahankan dalam rangka tertib pelaporan keuangan perkara.

BANTUL, 5§ OKTOBER 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL
PANITERA

L JE

RUDI SAFARI, S.H, M.H
NIP. 196606091996031002







